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Aturan Gratifikasi KPK Terbaru 2026: Risiko Hukum, Sanksi Pidana, Dan 

Strategi Kepatuhan Bagi Dunia Usaha 

 

Isu gratifikasi kembali menjadi perhatian serius dalam praktik hukum dan tata kelola 

perusahaan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat 

pengaturan dan pengawasan terkait gratifikasi, terutama dalam konteks hubungan antara 

pelaku usaha, pejabat publik, dan penyelenggara negara. 

Dalam Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2026, pemahaman mengenai gratifikasi tidak lagi 

terbatas pada sektor pemerintahan semata, melainkan juga memiliki implikasi signifikan 

bagi dunia usaha. Perusahaan yang berinteraksi dengan pejabat publik menghadapi risiko 

hukum yang nyata apabila tidak memiliki sistem kepatuhan yang memadai. 

Dalam perspektif hukum, gratifikasi bukan sekadar persoalan etika bisnis, tetapi 

berpotensi menjadi tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pengertian Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum 

Secara hukum, gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, 

diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, maupun 

bentuk keuntungan lainnya. 

Undang-undang mengatur bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai suap apabila berhubungan dengan 

jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Dengan demikian, suatu pemberian yang secara sosial dianggap “hadiah biasa” dapat 

berubah menjadi perbuatan melawan hukum apabila berkaitan dengan kepentingan 

jabatan. 

Risiko Hukum Gratifikasi Terhadap Dunia Usaha 

Bagi pelaku usaha, gratifikasi menimbulkan sejumlah risiko hukum yang serius, antara 

lain: 

• Risiko pidana korupsi : Pemberian kepada pejabat publik yang berkaitan dengan 

jabatan dapat dikualifikasikan sebagai suap. 

• Risiko reputasi perusahaan : Dugaan gratifikasi atau suap dapat merusak citra dan 

kepercayaan publik terhadap perusahaan. 

• Risiko administratif dan perdata : Perusahaan dapat menghadapi sanksi tambahan, 

termasuk pembatalan kontrak atau gugatan hukum. 

• Risiko tanggung jawab korporasi : Dalam perkembangan hukum modern, korporasi 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi 

Suatu gratifikasi dapat diproses sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur 

berikut: 

• Adanya pemberian atau janji, 

• Diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, 

• Berhubungan dengan jabatan, 

• Bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. 

Strategi Kepatuhan Gratifikasi Bagi Dunia Usaha 
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Untuk memitigasi risiko hukum, perusahaan perlu menerapkan strategi kepatuhan yang 

komprehensif, antara lain: 

1. Penyusunan Kebijakan Anti-Gratifikasi 

Perusahaan perlu memiliki aturan internal yang tegas mengenai larangan, batasan, dan 

prosedur pelaporan gratifikasi. 

2. Edukasi dan Pelatihan Karyawan 

Pemahaman mengenai gratifikasi harus ditanamkan kepada seluruh level organisasi. 

3. Sistem Pelaporan Internal 

Mekanisme pelaporan yang aman dan transparan membantu mencegah pelanggaran. 

4. Due Diligence dan Pengawasan 

Pengawasan terhadap relasi bisnis dan pihak ketiga menjadi bagian penting dari 

manajemen risiko. 

5. Budaya Kepatuhan (Compliance Culture) 

Kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi budaya perusahaan. 

Kesimpulan 

Aturan gratifikasi terbaru tahun 2026 menegaskan bahwa setiap pemberian yang 

berkaitan dengan jabatan pejabat publik harus dipandang dengan perspektif hukum yang 

cermat. Dunia usaha tidak dapat lagi mengabaikan risiko hukum gratifikasi, mengingat 

konsekuensi pidana, reputasi, dan tanggung jawab korporasi yang dapat timbul. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem kepatuhan yang kuat, transparan, 

dan berkelanjutan demi menciptakan praktik bisnis yang sehat, legal, dan berintegritas. 

 

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan 

pendapat hukum. Apabila perusahaan anda menghadapi risiko hukum terkait gratifikasi, 

dan korupsi tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan 

permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui: 
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